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HERD EFFECT DI ERA MEDIA SOSIAL: 
KETIKA VIRAL MENGALAHKAN NALAR

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara manusia memproduksi, mengonsumsi, dan memaknai informasi. Media sosial tidak lagi sekadar ruang komunikasi interpersonal, melainkan telah bertransformasi menjadi infrastruktur utama pembentukan opini publik. Platform seperti TikTok, X (Twitter), Instagram, dan Facebook berfungsi sebagai mesin distribusi makna yang bekerja melalui algoritma, data, dan logika keterlibatan (engagement). Dalam ekosistem inilah muncul dan menguat fenomena herd effect—kecenderungan individu mengikuti opini mayoritas tanpa proses verifikasi rasional.
Di ruang digital, viralitas sering dipersepsikan sebagai indikator kebenaran, popularitas disamakan dengan legitimasi, dan konsensus semu dianggap sebagai keadilan kolektif. Akibatnya, nalar kritis dan penilaian berbasis data kerap tergeser oleh kecepatan, emosi, dan tekanan sosial. Fenomena ini menimbulkan risiko serius bagi kualitas demokrasi, literasi publik, serta proses pengambilan kebijakan. Pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar bagaimana informasi menyebar, melainkan siapa dan apa yang mengendalikan cara masyarakat berpikir di era algoritmik.

Konsep Herd Effect dalam Konteks Digital
Herd effect merupakan konsep dalam psikologi sosial yang merujuk pada kecenderungan individu meniru perilaku atau keputusan kelompok mayoritas, terutama dalam situasi ketidakpastian. Dalam konteks digital, ketidakpastian tersebut diperkuat oleh banjir informasi, fragmentasi narasi, serta absennya otoritas tunggal penentu kebenaran. Media sosial menyediakan sinyal sosial instan—jumlah likes, shares, views, dan komentar—yang berfungsi sebagai indikator validitas semu.
Algoritma platform secara sistematis mempromosikan konten dengan interaksi tinggi, menciptakan efek bola salju popularitas. Konten yang awalnya hanya didukung sebagian kecil pengguna dapat dengan cepat memperoleh legitimasi massal, bukan karena kualitas atau akurasinya, melainkan karena visibilitasnya. Dalam kondisi ini, individu cenderung mengadopsi opini mayoritas sebagai strategi kognitif efisien (heuristics), guna mengurangi beban analisis dan risiko sosial akibat berbeda pendapat.
Herd effect di ruang digital bukan sekadar fenomena psikologis individual, melainkan mekanisme struktural yang dibentuk oleh desain platform. Ketika algoritma dan kecenderungan sosial bekerja secara simultan, ruang publik digital menjadi semakin homogen, menekan keberagaman perspektif, dan melemahkan tradisi debat berbasis argumen.

Viralitas: Kecepatan versus Akurasi
Kecepatan merupakan keunggulan utama media sosial, sekaligus titik lemahnya yang paling krusial. Informasi kini menyebar dalam hitungan detik, sering kali tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Viralitas cenderung berpihak pada konten yang emosional, provokatif, dan mudah dikonsumsi, bukan pada informasi yang kompleks, kontekstual, dan berbasis data.
Dalam banyak kasus, narasi yang viral membentuk persepsi publik sebelum fakta terverifikasi tersedia. Klarifikasi yang muncul belakangan hampir selalu kalah jangkauannya dibandingkan konten awal. Logika ini menghasilkan paradoks komunikasi digital: persepsi publik ditentukan oleh siapa yang lebih cepat, bukan siapa yang lebih benar. Reputasi individu, institusi, bahkan kebijakan publik dapat terdistorsi oleh potongan informasi yang terlepas dari konteks utuh.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ekosistem digital saat ini lebih mengapresiasi resonansi emosional daripada akurasi faktual. Tanpa intervensi literasi dan etika, kecepatan akan terus mengalahkan kehati-hatian, dan viralitas akan menggantikan validitas sebagai mata uang utama opini publik.

Dampak Sosial: Polarisasi dan Penghakiman Digital
Salah satu konsekuensi paling nyata dari herd effect adalah meningkatnya polarisasi sosial. Algoritma media sosial membentuk filter bubble yang memperkuat keyakinan eksisting pengguna, sekaligus mengisolasi mereka dari perspektif alternatif. Ruang diskusi publik pun bergeser dari arena deliberasi rasional menjadi medan kontestasi identitas dan afiliasi.
Dalam konteks ini, muncul fenomena trial by social media—penghakiman kolektif terhadap individu atau kelompok tanpa mekanisme pembuktian yang adil. Opini mayoritas digital berfungsi sebagai hakim moral, sering kali tanpa memperhatikan asas praduga tak bersalah. Dampaknya bersifat nyata: perundungan daring, sanksi sosial, kehilangan pekerjaan, hingga trauma psikologis.
Polarisasi dan penghakiman digital tidak hanya merusak kohesi sosial, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi formal, termasuk hukum, media, dan negara. Ketika keadilan dipersepsikan ditentukan oleh linimasa, maka legitimasi institusional berada dalam ancaman serius.

Implikasi terhadap Demokrasi dan Kebijakan Publik
Demokrasi mensyaratkan warga negara yang terinformasi, rasional, dan mampu membedakan antara opini dan fakta. Herd effect yang tidak terkendali berpotensi menggerus prasyarat tersebut. Opini publik yang terbentuk melalui viralitas rentan dimanipulasi oleh aktor politik yang memahami psikologi massa dan mekanisme algoritma.
Teknologi seperti micro-targeting memungkinkan penyebaran pesan politik yang sangat tersegmentasi, sering kali bersifat emosional dan manipulatif. Akibatnya, ruang publik digital berubah menjadi arena rekayasa persepsi, bukan pertukaran gagasan yang setara. Kebijakan publik pun berisiko disusun sebagai respons terhadap tekanan viral sesaat, bukan berdasarkan analisis berbasis bukti (evidence-based policy).
Dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan kualitas deliberasi demokratis, meningkatkan populisme digital, dan memperbesar jarak antara kebijakan dan realitas objektif. Demokrasi yang dikendalikan algoritma berpotensi kehilangan esensi rasionalitasnya.



Dampak pada Pendidikan dan Dunia Usaha
Di sektor pendidikan, herd effect tercermin dari pergeseran otoritas pengetahuan. Konten populer dari influencer sering kali lebih dipercaya dibandingkan sumber akademik atau pendidik formal. Algoritma memprioritaskan hiburan visual, sehingga substansi ilmiah yang tidak dikemas secara atraktif cenderung terpinggirkan. Risiko jangka panjangnya adalah melemahnya kemampuan berpikir kritis dan analitis generasi muda.
Dalam dunia bisnis, herd effect memengaruhi reputasi dan keberlanjutan usaha. Satu narasi viral dapat memicu boikot atau krisis kepercayaan, terlepas dari akurasi informasinya. Reputasi digital menjadi aset yang rapuh, sangat bergantung pada persepsi kolektif yang fluktuatif. Oleh karena itu, manajemen krisis digital dan komunikasi berbasis transparansi menjadi kebutuhan strategis.

Literasi Digital sebagai Strategi Mitigasi
Menghadapi kompleksitas ini, literasi digital merupakan intervensi paling fundamental. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan menilai validitas informasi, memahami bias dan framing, mengenali logika algoritma, serta mengelola respons emosional. Pendidikan literasi digital perlu diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum formal dan program pembelajaran sepanjang hayat.
Selain individu dan institusi pendidikan, platform digital memikul tanggung jawab etis. Algoritma yang semata-mata berorientasi pada keterlibatan perlu dievaluasi. Transparansi algoritma, pelabelan konteks, dan mekanisme cek fakta harus menjadi standar tata kelola platform. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan industri teknologi mutlak diperlukan untuk membangun ekosistem informasi yang sehat.

Peran Negara dan Regulasi
Negara memiliki peran strategis dalam melindungi ruang publik digital. Regulasi perlu diarahkan pada akuntabilitas platform, perlindungan data, serta pencegahan manipulasi informasi. Kebijakan literasi digital nasional harus dirancang adaptif, kolaboratif, dan relevan dengan dinamika media sosial, termasuk melalui pemanfaatan figur publik yang berkomitmen pada informasi berkualitas.

Kesimpulan
Herd effect di era media sosial merupakan fenomena struktural yang memengaruhi cara masyarakat berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Ketika viralitas mengalahkan nalar, risiko terhadap demokrasi, pendidikan, dan tata kelola publik menjadi nyata. Tantangan ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial.
Penguatan literasi digital, regulasi yang cerdas, tanggung jawab platform, serta kesadaran individual harus berjalan beriringan. Pada akhirnya, masa depan ruang publik digital ditentukan oleh pilihan kolektif: apakah kita membiarkan algoritma dan emosi mengendalikan opini, atau menegaskan kembali nalar, etika, dan rasionalitas sebagai fondasi kehidupan demokratis di era digital.


		 		Reja Pahlevi[footnoteRef:1] [1:  Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh] 


Referensi
Banerjee, A. V. (1992). A simple model of herd behavior. The Quarterly Journal of Economics, 107(3), 797–817. https://doi.org/10.2307/2118364
Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. European Journal of Communication, 33(2), 122–139. https://doi.org/10.1177/0267323118760317
Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., & Welch, I. (1992). A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades. Journal of Political Economy, 100(5), 992–1026. https://doi.org/10.1086/261849
Cialdini, R. B. (2009). Influence: Science and practice (5th ed.). Pearson Education.
European Commission. (2022). Code of practice on disinformation. Publications Office of the European Union.
Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. Minds and Machines, 28(4), 689–707. https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5
Gillespie, T. (2014). The relevance of algorithms. In T. Gillespie, P. J. Boczkowski, & K. A. Foot (Eds.), Media technologies: Essays on communication, materiality, and society (pp. 167–194). MIT Press.
Habermas, J. (2006). Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical research. Communication Theory, 16(4), 411–426. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x
Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.
Kreiss, D. (2016). Prototype politics: Technology-intensive campaigning and the data of democracy. Oxford University Press.
Livingstone, S. (2014). Developing social media literacy: How children learn to interpret risky opportunities on social network sites. Media, Culture & Society, 36(3), 283–303. https://doi.org/10.1177/0163443713515366
OECD. (2021). Enhancing media literacy for a trustworthy information environment. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/a23bbf99-en
[bookmark: _Hlk205281252][bookmark: _Hlk205281253][bookmark: _Hlk205281384][bookmark: _Hlk205281385][bookmark: _Hlk205281839][bookmark: _Hlk205281840][bookmark: _Hlk205281848][bookmark: _Hlk205281849]JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 15 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2025

image1.jpeg
=3 A
(o
oS N

ial

)

tor

)
W

Ny
N

1

ed





JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 15 ● NOMOR  0 2  ● TAHUN 2025                 HERD EFFECT   DI ERA MEDIA SOSIAL:    KETIKA VIRAL MENGALAHKAN NALAR     Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara manusia memproduksi,  mengonsumsi, dan memaknai informasi. Media sosial tidak lagi sekadar ruang komunikasi  interpersonal, melainkan telah bertransformasi menjadi infrastruktur utama pemb entukan opini  publik.  Platform   seperti TikTok, X ( Twitte r),  Instagram , dan  Facebook   berfungsi sebagai mesin  distribusi makna yang bekerja melalui algoritma, data, dan logika keterlibatan ( engagemen t).  Dalam ekosistem inilah muncul dan menguat fenomena  herd effect — kecenderungan individu  mengikuti opini mayoritas tanpa proses verifikasi rasional.   Di ruang digital, viralitas sering dipersepsikan sebagai indikator kebenaran, popularitas disamakan  dengan legitimasi, dan konsensus semu dianggap sebagai keadilan kolektif. Akibatnya, nalar kritis  dan penilaian berbasis data kerap tergeser oleh kecepatan,   emosi, dan tekanan sosial. Fenomena  ini menimbulkan risiko serius bagi kualitas demokrasi, literasi publik, serta proses pengambilan  kebijakan. Pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar bagaimana informasi menyebar,  melainkan siapa dan apa yang mengendali kan cara masyarakat berpikir di era algoritmik.     Konsep  Herd Effect   dalam Konteks Digital   Herd effect   merupakan konsep dalam psikologi sosial yang merujuk pada kecenderungan individu  meniru perilaku atau keputusan kelompok mayoritas, terutama dalam situasi ketidakpastian.  Dalam konteks digital, ketidakpastian tersebut diperkuat oleh banjir informasi, frag mentasi narasi,  serta absennya otoritas tunggal penentu kebenaran. Media sosial menyediakan sinyal sosial  instan — jumlah  likes ,  shares ,  views , dan komentar — yang berfungsi sebagai indikator validitas  semu.   Algoritma  platform   secara sistematis mempromosikan konten dengan interaksi tinggi,  menciptakan efek bola salju popularitas. Konten yang awalnya hanya didukung sebagian kecil  pengguna dapat dengan cepat memperoleh legitimasi massal, bukan karena kualitas atau  akurasinya, mel ainkan karena visibilitasnya. Dalam kondisi ini, individu cenderung mengadopsi  opini mayoritas sebagai strategi kognitif efisien ( heuristics ), guna mengurangi beban analisis dan  risiko sosial akibat berbeda pendapat.   Herd effect   di ruang digital bukan sekadar fenomena psikologis individual, melainkan mekanisme  struktural yang dibentuk oleh desain platform. Ketika algoritma dan kecenderungan sosial bekerja  secara simultan, ruang publik digital menjadi semakin homogen, menekan kebe ragaman  perspektif, dan melemahkan tradisi debat berbasis argumen.  

